
SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 13 I HK.O3.2-Kpt / 52O I I Ses-Kab I ll I 2O2O

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT'

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :

1 59 / Kpts/ TIK .O I -Kpt I 52 I Prov I lX / 2O 19 tentang Pembentukan

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu di buat Prosedur Standar

Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Prosedur

Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lombok Barat;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 58) Tambahan lembaran Negara Nomor

4a43;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

20O8 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846;

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2Ol2 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 82);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahwn 2OO8;

6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2Ol3 tentang

Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi

Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

2t8);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2O15

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/ Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKREIARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LOMBOK BARAT TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menetapkan Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten t ombok Barat sebagaimana terlampir dan merupakan

Sagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KESATU



t'

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETAzuS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

LALU SUHERMAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKREIARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 1 3/ HK.O3.2-Kptl 520 1 / S es-Kab I lr I 2O2O TENTANG PROSEDUR STANDAR oPERASIONAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 13 I HK.O3.2-Kptl 520 1 / S es-Kab I Ir I 2O2o

Tanggal 10 Pebruari 2020

GERUNG

2020



PENGESAHAN

I . Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seiuruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh t t 

^p"n 
kegiatan Fenymsunan Kiputusan KPU Kabupaten Lombok Barat, maka Prosedur Standar Operasional ini

dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini be aku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1O Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PATEN LOMBOK BARAT

Hukum,

S[KR[ R



1 3/ HK.03 .2-Kpt I 52OU Ses-Kab lill2o2oNomor SOP

1O Februari 2O2OTanggal pengesahan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

LALU SUHERMAN

ttd.

UMDisahkan oleh

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK

BARAT KE WEBSITE JDIH

KOMISINama SOPSEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK

BARAT

KUALIFII(ASI PELAKSANADASAR HUKUM
1. Memahami proses Penerbitan

KPU Kabupaten Lombok Barat;

2. Memahami alur pendokumentasian Salinan

Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat;

3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;

4. Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

salinan KeputusanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2OO8 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Ta}:run 20O8;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

1 Umum;



Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O8 Tahun 2019 tentang Tata'

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupatenl Kota;

KETERI(AITAN PERALATAN / PERLENGI(APAN

1. SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;

2. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat;

3. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat;

4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum;

1. Buku Agenda;

2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;

3. Flashdisk dan MaP Ordner;

4. Stempel Salinan;

5. Cap Dinas.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcoPy) dan

naskah asli elektronik (softcopy)

FLOUICHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT KE WEBSITE JDIH

No TAHAP KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET

sekretaris

Kepala

Sub

Bagian

Pengelola

JDIH
Penerbit Kelengkapan Waktu Output

1 Menyampaikan Nota Dinas

permohonan untuk penerbitan

Salinan Produk Hukum KPU

Nota Dinas File Asli



Kabupaten Lombok Barat ke Website

JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy)

yang telah di Tanda Tangani oleh

Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat

atau Sekretaris KPU Kabupaten

Lombok Barat.

2 a. Menerima Nota Dinas permohonan

penerbitan Produk Hukum KPU

Kabupaten Lombok Barat ke

website JDIH;

b. Menyampaikan lembar disposisi. -l

Scan Produk

Hukurn

File asli

dan

Salinan

Produk

Hukum

3 Persetujuan

Hukum KPU

Barat

Penerbitan

Kabupaten

Produk

Lombok

+

Lembar

Disposisi

4 Cek Salinan Produk Hukum dan

Persetujuan penerbitan Produk

Hukum KPU Kabupaten Lombok

Barat di Website JDIH

tidak

Ya

Lembar

persetujuan

Persetujuan

File sesuai

dengan asli

5 Melakukan Scan Produk Hukum I,embar

disposisi

6 Cek kelengkapan Dokumen Produk

Hukum beserta Disposisi

Dokumentasi

hasil scan

dari

I



Sekretaris+

Tampil

dihalaman

Website

JDIH

Form

persetujuan

yang telah di

tanda tangani

Kasubbag

Hukum

7 Mengunggah Produk Hukum

ke Website JDIH

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

LALU SUHERMAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LOMBOK BARAT

Hukum,


